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ABSTRAK

DASAR HUKUM

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komis! Pemilihan Umum Nomor 15 
tahun 2015 PengendaUan Gratifikasi mengikat -dan wajib dipatuhi oleh seluruh 
Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dan karena; bahwa berdasarkan 
Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 15 tahun 2015 dalam hai Pemantauan dan pengendalian 
gratifikasi di bentuk unit pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian 
gratifikasi Eselon m di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
yang di bentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; bahwa 
berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang pembentukan unit pengendalian 
gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Kota Bekasi.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipfl Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor STahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 786) Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
DALAM KEPUTUSAN KPU Nomor : 95/pw.01/3275/KPU-Kot/XI/2021 diatur 
tentang:



CATATAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI 
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TU6AS UNIT PENGENDALIAN 
GRAUFIKASI Dl LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 03 November 
2021
Lampiran 2 halaman.
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